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ABSTRAK 

Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka 

ragam untuk dapat memenuhi semua kebutuhan, sehingga manusia dituntut untuk 

bekerja. Sebelum bekerja biasanya pekerja telah mengadakan suatu perjanjian 

kerja dengan perusahaan dimana perjanjian kerja tersebut memuat syarat-syarat 

kerja, hak dan kewajiban para pihak. Mereka telah bekerja selama 5 tahun namun 

status kerja mereka masih pegawai kontrak sehingga banyak pekerja yang 

menuntut menjadi pegawai tetap. Namun para pekerja tersebut justru mengalami 

pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh PT. Jogja Tugu Trans. Pemutusan 

hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang 

mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. 

PHK pada dasarnya merupakan masalah yang kompleks karena mempunyai 

kaitan dengan pengganguran, kriminalitas, dan kesempatan kerja. Dengan 

masalah tersebut penulis ingin merumuskan permasalahan yang terjadi di PT. 

Jogja Tugu Trans yaitu apa saja hak-hak karyawan yang tercantum dalam 

perjanjian kerja jika terjadi PHK, bagaimana perlindungan hukum terhadap 

karyawan atas pemutusan hubungan kerja, serta upaya hukum apa saja yang 

dilakukan karyawan terhadap PT. Jogja Tugu Trans. 

Adapun metode penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini 

adalah mengunakan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis 

diperoleh melalui data-data yang bersumber pada hasil observasi, hasil 

wawancara, telaah pustaka, serta sumber-sumber lain yang mendukung. Penelitian 

lapangan (field research) dengan mencari sumber data-data langsung dari 

lapangan yaitu PT. Jogja Tugu Trans melalui Pengadilan Hubungan Industrial.  

Hasil penelitian dari permasalahan di atas diantaranya adalah hak-hak 

karyawan yang tercantum dalam perjanjian kerja jika terjadi pemutusan hubungan 

kerja maka para karyawan tersebut hanya memperoleh uang pesangon 1 (satu) kali 

dan uang penggantian hak sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya mengenai perlindungan hukum terhadap 

karyawan jika masih ada hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan maka 

akan diberikan perlindungan upah serta perlindungan keselamatan dan kesehatan 

kerja. Namun jika mengalami pemutusan hubungan kerja maka pihak perusahaan 

tidak memberikan perlindungan hukum karena sudah tidak ada ikatan hubungan 

kerja. Terakhir mengenai upaya hukum yang dilakukan karyawan demi 

memperjuangkan hak-haknya melalui non litigasi dan litigasi. Non litigasi atau di 

luar pengadilan ini dilakukan melalui konsiliasi dan mediasi yang dijalankan 

secara musyawarah yang ditengahi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Bantul sedangkan litigasi atau melalui jalur pengadilan dilakukan 

melalui Pengadilan Hubungan Industrial. 
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MOTTO 

 

 

“Tidak akan ada sia-sia, 

jika segala sesuatu yang dilakukan 

dengan ikhlas dan sungguh-sungguh” 

 

 

Tidak ada rahasia untuk menggapai kesuksesan. 

Karena sukses itu dapat terjadi karena persiapan, 

Kerja keras serta mau belajar dari kegagalan. 
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PERSEMBAHAN 

 

Untuk yang telah terus dan tanpa henti 

selalu membekaliku dengan tumpahan keringat, doa 

dan harapan serta cinta dan kasih sayang yang penuh 

ikhlas dan serat makna kupersembahkan karya ini 

sebagai ungkapan jiwa untuk: 

 

Bapak dan ibu,  

Serta Adikku 

yang Selalu 

Memberikan Semangat dan Do’anya 

 

 

Dan 

Almamaterku Tercinta 

Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga  

Yogyakarta 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk yang terbatas. Kita hidup di muka bumi 

memerlukan beragam kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan 

kebutuhan di masa yang akan datang. Kebutuhan manusia secara naluriah 

pada dasarnya adalah kebutuhan isidentil, yaitu kebutuhan yang harus segera 

dipenuhi. Kebutuhan isidentil ini merupakan kebutuhan pokok manusia untuk 

dapat bertahan hidup. Kebutuhan manusia yang paling mendasar untuk dapat 

bertahan hidup dengan layak adalah sandang, papan dan pangan. Setidaknya 

bila ketiga unsur tersebut dapat terpenuhi, manusia dapat dikatakan sejahtera. 

Ketiga unsur kebutuhan pokok yang harus manusia penuhi tersebut memang 

berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan manusia. Selain ketiga unsur 

pokok kebutuhan manusia tersebut, kebutuhan hidup manusia sangatlah 

bervariasi, sedikit atau banyaknya adalah relatif tergantung pada kemampuan 

atau daya beli seseorang. Daya beli seseorang tentulah sangat dipengaruhi 

oleh penghasilan yang ia peroleh dalam kurun waktu tertentu setelah ia 

bekerja. 

Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka 

ragam untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia dituntut 

untuk bekerja. Baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada 

orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas 
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usaha modal dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan bekerja pada orang lain 

maksudnya adalah bekerja dengan bergantung  pada orang lain yang memberi 

perintah dan mengutusnya, karena ia harus tunduk dan patuh pada orang lain 

yang memberikan pekerjaan tersebut.1 

Makna bekerja ditinjau dari segi kemasyarakatan adalah melakukan 

pekerjaan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa guna memuaskan 

kebutuhan masyarakat. Selain itu juga mengandung arti sebagai hubungan 

antara sesama umat manusia, yang juga berada dalam kaitan untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. Maksudnya bila seseorang ingin 

mempertahankan kelangsungan hidupnya, jika tanpa disertai usaha dengan 

bekerja, maka hal demikian merupakan sesuatu hal yang mustahil.2 Manusia 

yang bekerja disebut pekerja. Berdasarkan Pasal 3 Undang–Undang No. 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja/buruh adalah setiap orang yang 

bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

Namun dalam masalah seperti ini masih banyak kendala dalam 

bekerja yaitu seperti PHK atau Pemutusan Hubungan Kerja. Pemutusan 

Hubungan Kerja pada dasarnya merupakan masalah yang kompleks karena 

mempunyai kaitan dengan pengganguran, kriminalitas, dan kesempatan kerja. 

Seiring dengan laju perkembangan industri usaha serta meningkatnya jumlah 

angkatan kerja yang bekerja dalam hubungan kerja, maka permasalahan 

                                                           
1 Zainal Asikin dkk., Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2004), hlm. 1. 

 
2 Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2008), hlm. 3. 
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pemutusan hubungan kerja merupakan topik permasalahan karena 

menyangkut masalah kehidupan manusia. 

Dalam praktik, pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena 

berakhirnya waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja, tidak 

menimbulkan permasalahan terhadap kedua belah pihak (pekerja/buruh 

maupun perusahaan) karena pihak-pihak yang bersangkutan sama-sama telah 

menyadari saat berakhirnya hubungan kerja tersebut sehingga masing-masing 

telah berupaya mempersiapkan diri dalam menghadapi kenyataan itu. 

Berbeda halnya dengan pemutusan yang terjadi karena adanya perselisihan, 

keadaan ini akan membawa dampak terhadap kedua belah pihak, lebih-lebih 

pekerja/buruh yang dipandang dari sudut ekonomis mempunyai kedudukan 

yang lemah jika dibandingkan dengan pihak pengusaha, karena pemutusan 

hubungan kerja bagi pekerja pihak pekerja/buruh akan memberi pengaruh 

psikologis, ekonomis, dan finansial.3 

Sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan dengan adanya 

pemutusan hubungan kerja itu khususnya bagi buruh dan keluarganya, Prof. 

Imam Soepomo menulis, 4  dikatakan bahwa:  

“Pemutusan hubungan kerja bagi buruh merupakan permulaan dari 

segala pengakhiran, permulaan dari berakhirnya mempunyai pekerjaan, 

permulaan dari berakhirnya kemampuan membiayai keperluan hidup 

sehari-hari baginya dan keluarganya, permulaan dari berakhirnya 

kemampuan menyekolahkan anak-anak dan sebagainya.”  

 

                                                           
3 Zainal Asikin dkk., Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2004), hlm. 173-174. 

 
4 Ibid., hlm. 174-175. 
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PT. Jogja Tugu Trans merupakan perusahaan transportasi angkutan 

darat yang berada di kawasan kota Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 

Sebelumnya penulis telah melakukan pra penelitian di PT. Jogja Tugu Trans, 

hasil dari pra penelitian tersebut telah didapati kasus tentang PHK. Dimana 

dalam kasus tersebut PT. Jogja Tugu Trans telah melakukan PHK terhadap 

para pekerjanya. Pekerja menuntut status kerja di PT. Jogja Tugu Trans 

menjadi status tetap karena para pekerja sudah bekerja selama 5 tahun lebih, 

dari tahun 2008 sampai sekarang secara terus menerus tanpa henti dan tanpa 

status yang jelas, dan tidak adanya jaminan kepastian kerja yang tetap. Dan 

ini akan mengganggu pekerja dalam melakukan aktivitasnya karena selalu 

dihantui putus kontrak kerja jika masa kontrak pekerja PT. Jogja Tugu Trans 

akan habis, takut tidak bisa diperpanjang lagi. Karena di PT. Jogja Tugu 

Trans ini termasuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), masa bekerja 

dilakukan setahun sekali dengan adanya masa percobaan yang tidak sesuai 

dengan Undang-Undang yang ada. Namun pekerja yang menuntut haknya ini 

bukannya dikabulkan, justru 25 orang di PHK oleh PT. Jogja Tugu Trans. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis bermaksud untuk 

membahas tentang hak-hak yang tercantum dalam perjanjian kerja jika terjadi 

pemutusan hubungan kerja, perlindungan hukum terhadap karyawan atas 

pemutusan hubungan kerja di PT. Jogja Tugu Trans dan upaya hukum yang 

dilakukan karyawan atas pemutusan hubungan kerja. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apa saja hak-hak karyawan yang tercantum dalam perjanjian kerja jika 

karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap karyawan atas Pemutusan 

Hubungan Kerja di PT. Jogja Tugu Trans? 

3. Apa upaya hukum yang dilakukan karyawan atas Pemutusan Hubungan 

Kerja terhadap PT. Jogja Tugu Trans? 

 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka maksud tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui hak-hak karyawan yang tercantum dalam 

perjanjian kerja jika karyawan mengalami pemutusan hubungan 

kerja. 

b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap karyawan atas 

Pemutusan Hubungan Kerja di PT. Jogja Tugu Trans. 

c. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan karyawan atas 

Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PT. Jogja Tugu Trans. 

2. Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka manfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis yang akan didapat dari penelitian ini adalah: 

a. Kegunaan teoritis, diharapkan dapat memberi sumbangan atau 

masukan bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan 
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Hukum Perdata pada khususnya serta dapat menambah bahan 

referensi dibidang karya ilmiah. 

b. Kegunaan praktis, diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

pengetahuan bagi para pihak terkait dengan masalah yang diteliti 

khususnya tentang Perlindungan Hukum terhadap Karyawan atas 

Pemutusan Hubungan Kerja di PT. Jogja Tugu Trans. 

 

D. Telaah Pustaka 

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang 

telah ada sebelumnya, peneliti mengadakan penelusuran terhadap penelitian-

penelitian mengenai pemutusan hubungan kerja diantaranya sebagai berikut: 

Skripsi dengan judul “Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) Karena Kesalahan Berat Pada Tingkat Mediasi di Dinas Sosial 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga”, yang disusun oleh 

Sawitri Dian Kusuma, Jurusan Hukum Universitas Jenderal Soedirman tahun 

2012.5 Dalam skripsi ini penulis menemukan hasil penelitiannya bahwa 

dalam penyelesaian perselisihan PHK disebabkan karena pekerja melakukan 

kesalahan berat sehingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan 

pekerja tersebut bersalah atau melakukan pelanggaran berupa kesalahan berat 

yang masuk dalam kategori perbuatan pidana sedangkan penelitian yang akan 

penulis fokuskan adalah mengenai perlindungan hukum terhadap karyawan 

                                                           
5 Sawitri Dian Kusuma, “Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

Karena Kesalahan Berat pada Tingkat Mediasi di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Purbalingga”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2012. 
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serta upaya hukum yang dilakukan para karyawan yang di PHK dan masuk 

dalam perkara perdata. 

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tarif Bus Trans 

Jogja (Studi Kasus Peraturan Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2008 )”, yang 

disusun oleh Bayu Retno Prabowo, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2011.6 Dalam skripsi ini 

menjelaskan asas-asas muamalat tidak sesuai dengan maksud dan tujuan asas-

asas tersebut karena adanya berbagai alasan-alasan yang mengisyaratkan 

bahwa aturan tersebut dirasa menjadikan sebagian pihak ada yang dirugikan. 

Padahal tujuan dibuat Pergub karena semata-mata untuk mewujudkan sistem 

transportasi yang berbasis buy the servise yang berfungsi untuk memperbaiki 

sistem transportasi angkutan kota agar lebih baik. Penelitian ini berbeda 

karena penelitian tersebut menggunakan Peraturan Gubernur DIY Nomor 5 

Tahun 2008 sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan lebih ke hukum 

positifnya dan sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja Di 

Toko Mas Salaman Ketandan, Yogyakarta (Studi Kasus Putusan Pengadilan 

Hubungan Industrial No. 14/G/2007/PHI.YK)” yang disusun oleh Scholastica 

                                                           
6 Bayu Retno Prabowo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tarif Bus Trans Jogja (Studi 

Kasus Peraturan Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2008 )”, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas 

Islam Negeri Yogyakarta, 2007. 
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Dika W., Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tahun 2012.7 Hasil 

penelitian ini secara tidak langsung pengusaha sebenarnya tidak memberikan 

penetapan melalui lembaga penyelesaian hubungan industrial karena 

pengusaha merasa tidak pernah memutus hubungan kerja melainkan pekerja 

sendirilah yang mengundurkan diri dengan tidak pernah bekerja lagi di toko 

mas salaman. Alasan ini yang membuat perusahaan tidak memberikan uang 

pesangon melainkan uang tali kasih. 

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja di PT. 

Perkebunan Nusantara II” yang disusun oleh Galuh Candra P., Fakultas 

Hukum Universitas Gajah Mada tahun 2012.8 Hasil penelitian ini sudah 

sesuai dengan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku. Hasil ini 

dilihat dari penyelesaian perkara di Pengadilan Hubungan Industrial bahwa 

dari PT. Perkebunan Nusantara II telah terbukti tidak melakukan pelanggaran 

hukum dan dalam masalah seperti ini memang pihak pekerja yang telah 

melakukan kesalahan dan melakukan tindakan manipulasi. 

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemutusan 

Hubungan Kerja dalam Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan” yang disusun oleh Anis Agus Sulistiawan Jurusan 

Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan 

                                                           
7 Scholastica Dika W, “Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja Di Toko Mas Salaman 

Ketandan, Yogyakarta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 

14/G/2007/PHI.YK)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2012. 

 
8 Galuh Candra P, “Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja di PT. Perkebunan 

Nusantara II”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2012. 
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Kalijaga tahun 2007.9 Hasil penelitian ini memberikan ketentuan hak untuk 

mendapatkan perlindungan kerja dalam perjanjian ijarah yang mencerminkan 

pekerja/buruh diperbolehkan oleh hukum islam untuk mengakhiri ikatan 

pekerjaan apabila pengusaha bertindak sewenang-wenang dengan cara 

mengajukan penetapan PHK melalui lembaga penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial. Penelitian ini sangat berbeda dengan yang akan penulis 

lakukan karena penelitian tersebut menggunakan tinjauan hukum islam 

sedangkan yang akan penulis lakukan lebih ke hukum positifnya serta 

perlindungan terhadap karyawannya. 

 

E. Kerangka Teoritik 

1. Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum adalah perbuatan melindungi yang dilakukan 

oleh hukum bagi setiap warga negara.10 Secara yuridis pada Pasal 5 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, memberikan perlindungan bagi 

tenaga kerja yang mencakup orang yang belum bekerja, yaitu orang yang 

tidak terikat dalam hubungan kerja, dan orang yang sedang terikat dalam 

suatu hubungan kerja (pekerja/buruh), karena orang yang terikat dalam 

suatu hubungan kerja juga berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang 

lebih baik atau yang lebih disukai oleh pekerja/buruh. Sedangkan Pasal 6 

                                                           
9 Anis Agus Sulistiawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja 

Dalam UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, Skripsi, Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2007. 

 
10 Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Cet. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 595. 
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ini merupakan perlindungan bagi pekerja/buruh (orang yang sedang dalam 

ikatan hubungan kerja) saja. 

Selain itu, perbedaan pasal 5 dengan pasal 6 adalah mengenai 

subyek pelakunya. Pasal 5 berlaku bagi siapa saja, dalam arti tidak terbatas 

bagi pengusaha tertentu saja, melainkan mencakup pengertian pengusaha 

secara umum, artinya bisa pengusaha apa atau siapa saja, misalkan 

perusahaan A, B atau C, dan sebagainya, termasuk perusahaan penempatan 

tenaga kerja, tetapi dalam pasal 6 subyek pelakunya adalah terbatas bagi 

pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh tersebut.11 

Kedudukan buruh yang lemah ini membutuhkan suatu wadah 

supaya menjadi kuat. Wadah itu adalah adanya pelaksanaan hak berserikat 

di dalam suatu Serikat Pekerja/Buruh. Salah satu bentuk perlindungan 

hukum yang diberikan oleh pemerintah bagi buruh adalah adanya jaminan 

atas kebebasan berserikat dan berkumpul dalam suatu wadah serikat 

pekerja/buruh. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta 

menyampaikan pendapat merupakan hak dasar yang dimiliki oleh warga 

negara dari suatu negara hukum demokratis yang berkedaulatan rakyat. 

Hak-hak yang dimiliki manusia berdasarkan martabatnya sebagai manusia 

dan bukan karena pemberian masyarakat atau negara disebut hak asasi 

manusia.12 

                                                           
11 Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 

hlm. 8. 

 
12 Frans Magnis Suseno, Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Modern , (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm.73. 
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Hak asasi manusia dalam negara hukum tidak dapat dipisahkan dari 

ketertiban dan keadilan. Pengakuan atas negara hukum salah satu 

tujuannya melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus 

kemerdekaan atau kebebasan perorangan diakui, dihormati, dan dijunjung 

tinggi.13 Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi 

tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari negara hukum.14 

Upaya pemerintah untuk memberikan jaminan kebebasan 

berserikat dan berkumpul bagi buruh selanjutnya dituangkan dalam 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh. 

Hak berserikat dan berkumpul mendapat perhatian besar dari pemerintah. 

Terdapat norma perlindungan hak berserikat yang dituangkan di dalam 

Undang-Undang No. 21 Tahun 2000. 15 

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh 

untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak 

menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota 

dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat 

Pekerja/Buruh dengan cara:  

a. Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan 

sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi; 

b. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh; 

c. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun; 

d. Melakukan kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja/Buruh. 

 

 

 

                                                           
13 A. Masyur Effendi, Hak Asasi Manusia, Dimensi Dinamika dalam Hukum Nasional 

Dan Inernasional, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 27. 
 
14 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, (Surabaya: Bina 

Ilmu, 1987), hlm. 71. 

 
15 Pasal 28 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh. 
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2. Perjanjian Kerja 

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara buruh dengan pengusaha 

atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban 

para pihak.16 Karena ada dua kemungkinan komposisi subyek hukum yang 

bertindak sebagai pihak di dalam perjanjian kerja, yaitu (a) buruh dan 

pengusaha, dan (b) buruh dan pemberi kerja, maka logika hukumnya, juga 

ada perbedaan antara perjanjian kerja dengan pihak (a) buruh dan 

pengusaha, serta (b) buruh dan pemberi kerja. Analisis tentang perbedaan 

ini harus dikaitkan dengan pasal 50 yang menegaskan, bahwa hubungan 

kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan buruh. 

Hal yang dapat disimpulkan dari pasal ini adalah dalam hubungan kerja 

hanya terjadi karena perjanjian kerja antara buruh dan pengusaha. Secara a 

contrario dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja yang dibuat oleh 

bukan buruh dan bukan pengusaha (dalam hal ini adalah pemberi kerja) 

tidak melahirkan hubungan kerja. Perjanjian kerja antara buruh dengan 

pemberi kerja melahirkan hubungan hukum, tetapi bukan hubungan 

kerja.17 

Pengertian perjanjian kerja juga terdapat di dalam pasal 1601a BW, 

mengenai perjanjian kerja disebutkan bahwa: perjanjian kerja adalah suatu 

perjanjian di mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk di 

bawah perintahnya pihak yang  lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu, 

                                                           
16 Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

 
17 Abdul Rachmad Budiono, Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT Indeks, 2011), hlm. 27. 
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melakukan pekerjaan dengan menerima upah”.18 Kini kita jumpai dua 

pengertian perjanjian kerja, yaitu di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 

2003 dan di dalam BW. Meskipun tidak secara tegas dinyatakan tidak 

berlaku, berdasarkan asas lex posteriori derogat lex priori, pasal 1601a 

BW harus dipandang tidak berlaku lagi. Pandangan ini amat konstruktif 

untuk pembangunan hukum, yang salah satu tujuannya adalah 

menciptakan kepastian hukum. 

Sedangkan perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang 

merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau 

beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang 

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau 

beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-

syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Ketentuan dalam 

perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal isi perjanjian kerja bersama 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka 

ketentuan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan 

dalam peraturan perundang-undangan.  

  

                                                           
18 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: 

Pradnya Paramita, 2008), hlm. 391. 
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3. Hak dan Kewajiban  

Dalam KUHPerdata ketentuan mengenai kewajiban buruh/pekerja 

diatur dalam Pasal 1603, 1603 a, 1603 b, dan 1603 c KUHPerdata yang 

pada intinya adalah sebagai berikut: 

a. Kewajiban Buruh/Pekerja 

1) Buruh/pekerja wajib melakukan pekerjaan; melakukan pekerjaan 

adalah tugas utama dari seorang pekerja yang harus dilakukan 

sendiri, meskipun demikian dengan seizin pengusaha dapat 

diwakilkan. Untuk itulah mengingat pekerjaan yang dilakukan oleh 

pekerja yang sangat pribadi sifatnya karena berkaitan dengan 

keahliannya, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan jika pekerja meninggal dunia, maka hubungan kerja 

berakhir dengan sendirinya (PHK demi hukum). 

2) Buruh/pekerja wajib menaati aturan dan petunjuk 

majikan/pengusaha; dalam melakukan pekerjaan buruh/pekerja wajib 

menaati petunjuk yang diberikan oleh pengusaha. Aturan yang wajib 

ditaati oleh pekerja sebaik-baiknya dituangkan dalam peraturan 

perusahaan sehingga menjadi jelas ruang lingkup dari petunjuk 

tersebut. 

3) Kewajiban membayar ganti rugi dan denda; jika buruh/pekerja 

melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan baik karena 

kesengajaan atau kelalaian, maka sesuai dengan prinsip hukum 

pekerja wajib membayar ganti rugi dan denda. 
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b. Kewajiban Pengusaha 

1) Kewajiban membayar upah; dalam hubungan kerja kewajiban utama 

bagi pengusaha adalah membayar upah kepada pekerjanya secara 

tepat waktu. Ketentuan tentang upah ini juga telah mengalami 

perubahan pengaturan kearah hukum publik. Hal ini terlihat dari 

campur tangan pemerintah dalam menetapkan besarnya upah 

terendah yang harus dibayar oleh pengusaha yang dikenal dengan 

nama upah minimum, maupun pengaturan upah dalam Peraturan 

Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. Campur 

tangan pemerintah dalam menetapkan besarnya upah ini penting 

guna menjaga agar jangan sampai besarnya upah yang diterima oleh 

pekerja terlampau rendah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan 

hidup pekerja meskipun secara minimum sekalipun. 

2) Kewajiban memberikan istirahat/cuti; pihak majikan/pengusaha 

diwajibkan untuk memberikan istirahat tahunan kepada pekerja 

secara teratur. Hak atas istirahat ini penting artinya untuk 

menghilangkan kejenuhan pekerja dalam melakukan pekerjaan. 

Dengan demikian diharapkan gairah kerja akan tetap stabil. Cuti 

tahunan yang lamanya 12 hari kerja. Selain itu pekerja juga berhak 

atas cuti panjang selama 2 bulan setelah bekerja terus-menerus 

selama 6 tahun pada suatu perusahaan (Pasal 79 ayat 2 Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). 
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3) Kewajiban mengurus perawatan dan pengobatan; majikan/pengusaha 

wajib mengurus perawatan/pengobatan bagi pekerja yang bertempat 

tinggal di rumah majikan (Pasal 1602x KUHPerdata). Dalam 

perkembangan hukum ketenagakerjaan, kewajiban ini tidak hanya 

terbatas bagi pekerja yang bertempat tinggal di rumah majikan, 

tetapi juga bagi pekerja yang tidak bertempat tinggal di rumah 

majikan. Perlindungan bagi tenaga kerja yang sakit, kecelakaan, 

kematian telah dijamin melalui perlindungan Jamsostek sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek. 

4) Kewajiban memberikan surat keterangan; kewajiban ini didasarkan 

pada ketentuan Pasal 1602 a KUHPerdata yang menentukan bahwa 

majikan/pengusaha wajib memberikan surat keterangan yang diberi 

tanggal dan dibubuhi tanda tangan. Dalam surat keterangan tersebut 

dijelaskan mengenai sifat pekerjaan yang dilakukan, lamanya 

hubungan kerja (masa kerja). Surat keterangan itu juga diberikan 

meskipun inisiatif pemutusan hubungan kerja datangnya dari pihak 

pekerja. Surat keterangan tersebut sangat penting artinya sebagai 

bekal pekerja dalam mencari pekerjaan baru, sehingga ia 

diperlakukan sesuai dengan pengalaman kerjanya. 

Kewajiban pekerja/buruh yang telah dipaparkan di atas merupakan 

hak pengusaha atau pemberi kerja, sebaliknya kewajiban pengusaha 

merupakan hak pekerja.19  

                                                           
19 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2010), hlm. 71-74. 
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan 

hal yang penting dalam mengumpulkan bahan materi penulisan. Untuk 

mencapai hasil yang maksimal dalam penelitian ini, penyusun menggunakan 

metode penelitian sebagai berikut: 

1. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat 

deskriptif analitis, yang merupakan metode yang dipakai untuk 

menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau 

berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin 

mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat 

ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau undang-undang 

yang berlaku.20 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan termasuk penelitian 

lapangan (field research), yaitu mencari sumber data-data langsung dari 

lapangan yaitu PT. Jogja Tugu Trans melalui Pengadilan Hubungan 

Industrial. Dalam penulisan ini hal tersebut dilakukan dengan menguraikan 

hal-hal tentang hak-hak karyawan, perlindungan hukum serta upaya hukum 

terhadap karyawan atas PHK. 

 

 

 

                                                           
20  Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 223. 
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3. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian terdiri dari responden dan narasumber: 

a. Responden penelitian ini adalah pihak yang terlibat langsung dalam 

permasalahan yang diteliti yakni: 

1) Bapak Arsiko Daniwidho Aldebarant, S.H. yang merupakan pekerja 

dari PT. Jogja Tugu Trans yang mengalami pemutusan hubungan 

kerja. 

2) Pihak dari PT. Jogja Tugu Trans yakni pengacara PT. Jogja Tugu 

Trans yang bernama Bapak Agung Dwi Purwanto, S.H. 

b. Narasumber yaitu pihak-pihak yang dapat memberikan data penunjang, 

dalam hal ini adalah: 

1) Mediator Perselisihan Hubungan Industrial yang berada di Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul; 

2) Hakim di Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta yang 

menangani permasalahan yang akan diteliti. 

 

4. Sumber Penelitian 

a. Data Primer 

Data primer, yaitu berupa data hasil wawancara dengan karyawan 

yang di PHK, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul, serta 

Pengadilan Hubungan Industrial. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder ini akan diperoleh dari penelitian kepustakaan 

yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari: 
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1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat 

terdiri dari : 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

c) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; 

d) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial; 

e) Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat 

Pekerja/Buruh 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mempunyai 

sifat tidak mengikat dan diperoleh dari penelitian kepustakaan untuk 

mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari: 

a)  Buku-buku tentang perikatan; 

b) Buku-buku tentang perjanjian; 

c) Buku-buku tentang ketenagakerjaan; 

d) Skripsi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan; 

e) Bahan-bahan acuan lain yang relevan dengan permasalahan yang 

diteliti, baik dalam bentuk mekanik (hard file) maupun elektronik 

(soft file).  
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5. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT. Jogja Tugu Trans (JTT) yang 

beralamat di Jalan Raya Jogja-Wonosari Km 4.5 No. 24 B Yogyakarta dan 

Pengadilan Hubungan Industrial. 

6. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan tema penelitian 

digunakan beberapa metode pengumpulan data, Soerjono Soekanto 

menyebutkan ada 3 jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen, 

observasi, interview.21 

a) Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mengumpulkan data-data yang terkait 

dengan fokus penelitian yang berasal dari sumber utamanya (obyek 

penelitian), dalam hal ini seperti dokumen buku, modul, atikel, jurnal 

baik cetak maupun online yang terkait dengan masalah yang dikaji. 

b) Metode Observasi 

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang 

sistematis terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Observasi tidak hanya 

terbatas pada pengamatan dengan mata kepala saja, melainkan semua 

jenis pengamatan yang baik dilakukan secara langsung maupun tidak 

langsung.22 Metode ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan 

                                                           

21 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), Cet III, 

hlm 21. 
 22  Sutrisno Hadi, Metodologi Research jilid II, (Jakarta: Andi Offset, 1994), hlm 137. 
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dengan gambaran umum meliputi profil PT. Jogja Tugu Trans, serta 

keadaan lingkungan PT. Jogja Tugu Trans. 

c) Metode Interview/Wawancara 

Metode interview/wawancara adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan 

mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.23 Dalam 

penelitian ini, penggunaan metode interview/ wawancara digunakan 

secara bertatap muka secara face to face untuk menggali secara 

mendalam data-data yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap 

karyawan atas pemutusan hubungan kerja secara sepihak di PT. Jogja 

Tugu Trans. 

7. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menyajikan data secara deskriptif 

dan menganalisa secara kualitatif. 24 Data yang diperoleh lewat penelitian 

lapangan dan kepustakaan diolah dan dianalisis secara kualitatif. 

Maksudnya adalah semua data yang diperoleh dari hasil penelitian diseleksi, 

dikelompokkan secara sistematis, dan dikaji untuk memperoleh gambaran 

yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti, selanjutnya dianalisis dan 

dipaparkan dalam bentuk deskriptif untuk memperoleh kesimpulan 

mengenai permasalahan yang diteliti.  

                                                           
23  Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 

2003), hlm 100. 

 
24 Tatang M Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, (Bandung: Rajawali, 1986), hlm 98-

99. 



22 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima 

bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun mengenai 

sistematikanya adalah: 

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang menggambarkan isi 

skripsi secara keseluruhan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang 

perlindungan hukum terhadap PHK, yang meliputi tentang perlindungan 

hukum dan perjanjian kerja, serta tentang pemutusan hubungan kerja dan 

perlindungan hukum terhadap pekerja yang di PHK. 

Bab ketiga, merupakan gambaran umum tentang PT. Jogja Tugu 

Trans yang meliputi pendirian PT. Jogja Tugu Trans, perjanjian kerjasama 

dengan Pemerintah Provinsi DIY, visi dan misi, susunan dan struktur 

organisasi, jalur trayek, dan rekrutmen data karyawan. 

Bab keempat, membahas praktek perlindugan hukum terhadap 

karyawan di PT. Jogja Tugu Trans: kajian hak-hak dan upaya hukum, 

meliputi hak-hak yang tercantum pada perjanjian kerja, bentuk-bentuk PHK 

dalam praktek, perlindungan hukum terhadap pemutusan hubungan kerja dan 

upaya hukum yang dilakukan karyawan atas pemutusan hubungan kerja 

terhadap PT. Jogja Tugu Trans. 

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, saran 

dan penutup.
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Hak-hak yang tercantum dalam perjanjian kerja jika terjadi pemutusan 

hubungan kerja 

Hak-hak karyawan yang tercantum dalam perjanjian kerja tersebut 

jika terjadi pemutusan hubungan kerja maka para karyawan tersebut hanya 

memperoleh uang pesangon 1 (satu) kali dan uang penggantian hak sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun pihak PT. 

Jogja Tugu Trans sampai sekarang belum memenuhi kewajibannya untuk 

membayar semua itu. Ini disebabkan karena bapak Arsiko yang menuntut 

upah layak kerja selama 5 Tahun dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 

2013. 

Hal inilah yang menyebabkan PT. Jogja Tugu Trans merasa sangat 

dirugikan oleh bapak Arsiko, Sedangkan PT. Jogja Tugu Trans hanya akan 

memberikan upah dengan masa kerja  2 tahun dengan 3 kali upah. Namun 

bapak Arsiko menolak dengan alasan tidak sesuai dengan masa kerja selama 

bekerja di PT. Jogja Tugu Trans. 

2. Perlindungan hukum terhadap karyawan atas pemutusan hubungan kerja 

Di dalam PT. Jogja Tugu Trans sebenarnya memberikan 

perlindungan hukum terhadap karyawannya seperti perlindungan terkait 

keselamatan kerja dan kesehatan kerja, jika terjadi kecelakaan kerja maka 

dari PT. Jogja Tugu Trans yang akan mendampingi sampai pemeriksaan 
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berlanjut, selain itu memberikan perlindungan terkait upah, waktu kerja, 

serta perlindungan untuk kesejahteraan. Semua itu telah diatur di dalam 

Pasal 86 (mengenai keselamatan dan kesehatan kerja) dan Pasal 88 

(mengenai pengupahan) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Namun semua itu hanya diberikan jika ada hubungan 

kerja antara karyawan dengan perusahaan. 

Dengan demikian setelah adanya pemutusan hubungan kerja yang 

terjadi, pihak PT. Jogja Tugu Trans tidak memberikan perlindungan hukum 

terhadap semua karyawan yang di PHK. Karena pihak PT. Jogja Tugu Trans 

merasa itu semua sudah tidak menjadi tanggungan perusahaan. 

3. Upaya hukum yang dilakukan karyawan 

 Selama ini buruh jika mengalami permasalahan ketenagakerjaan 

yang dialaminya di tempat kerja jarang menggugat sampai ke pengadilan. 

Begitu juga permasalahan yang dialami oleh pekerja di PT. Jogja Tugu 

Trans ini yang sebenarnya banyak pelanggaran yang dilakukan oleh 

perusahaan. Upaya pekerja tersebut terlebih dahulu melakukan perundingan 

bipartid antara PT. Jogja Tugu Trans dengan bapak Arsiko yang tidak 

membuahkan hasil, setelah itu mengadukan ke Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta serta ke 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dan terakhir ke 

Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta. 
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B. Saran 

Setelah penyusun melakukan penelitian tentang perlindungan hukum 

terhadap karyawan atas pemutusan hubungan kerja di PT. Jogja Tugu Trans 

penyusun memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar di 

dalam peraturan perundang-undangan lebih rinci lagi dengan mengatur hak 

dan kewajiban pengusaha dan pekerja, sehingga memperkecil terjadinya 

perselisihan hubungan industrial. Selain itu, instansi yang terkait di bidang 

ketenagakerjaan juga lebih memperdalam fungsi pengawasannya. 

2. Bagi PT. Jogja Tugu Trans sebaiknya lebih tegas dan jelas dalam 

memberikan tata tertib atau peraturan bagi pekerja di perusahaan. Selain itu 

lebih menaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang 

ketenagakerjaan yang mengatur mengenai hubungan kerja dan pemutusan 

hubungan kerja, sehingga tidak terjadi perselisihan pemutusan hubungan 

kerja di kemudian hari. Serta mengangkat karyawan yang telah bekerja 

selama 3 tahun menjadi karyawan tetap sebagaimana yang tercantum dalam 

Pasal 59 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

3. Bagi pekerja sebaiknya bekerja lebih hati-hati dan mengikuti peraturan di 

perusahaan, sehingga memperkecil kemungkinan pengusaha dalam 

melakukan pemutusan hubungan kerja. 
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